BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan

suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar
dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan
jiwa maupun harta benda yang secara langsung
akan menghambat kelancaran pembangunan di
Kabupaten Kotabaru, maka perlu ditanggulangi oleh
seluruh komponen masyarakat;

. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran

bukan hanya  merupakan tanggung jawab
Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung
jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran
serta masyarakat sangat diperlukan dalam
menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik
secara preventif, preentif maupun represif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

12.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04
Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2011 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Menetapkan

dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
Bupati adalah Bupati Kotabaru.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat
daerah Kabupaten Kotabaru yang dibentuk dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggulangan bencana.

Kebakaran adalah proses reaksi antara unsur
panas, udara, dan benda yang menimbulkan gas,
asap dan nyala api yang menjalar pada benda
disekitarnya yang menimbulkan kerugian baik
terhadap jiwa, harta maupun lingkungan, baik
akibat gas, asap maupun bara api.

Air adalah suatu zat cair yang mengandung unsur
H>O murni digunakan untuk pemadaman api
karena dapat meredam menjalarnya panas.

Alat pemadam api adalah alat untuk
memadamkan kebakaran yang mencakup Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam
Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.

Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat
APAR adalah alat pemadaman yang bisa

1 (satu) orang dan berdiri sendiri.

Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat
APAB adalah alat pemadaman yang menggunakan
roda.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Hydrant adalah pipa air yang bertekanan untuk
keperluan pemadam kebakaran.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Pemercik (splinkler) otomatis adalah suatu sistem
pemancar air yang bekerja secara otomatis
bilamana temperatur ruangan mencapai suhu
tertentu.

Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem
pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan
tertentu, untuk memadamkan kebakaran secara
otomatis dengan menggunakan bahan pemadam
jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.

Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman
bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan
kemudahan kebakaran tinggi dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas tinggi.

Bangunan rendah adalah bangunan yang
mempunyai ketinggian permukaan tanah atau
lantai dasar sampai dengan ketinggian dari
maksimum 14 m (empat belas meter) atau
maksimum 4 (empat) lantai.

Bangunan menengah adalah bangunan yang
mempunyai ketinggian lebih 14 m (empat belas
meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar
sampai dengan ketinggian 40 m (empat puluh
meter) atau maksimum 8 (delapan) lantai.

Bangunan  tinggi adalah  bangunan  yang
mempunyai ketinggian dari permukaan tanah
lebih dari 40 m (empat puluh meter) atau lebih dari
8 (delapan) lantai.

Bangunan pabrik adalah  bangunan yang
peruntukannya untuk segala kegiatan kerja untuk
produksi termasuk pergudangan.

Bangunan umum dan perdagangan adalah
bangunan yang peruntukannya dipakai untuk
segala kegiatan kerja atau pertemuan umum,
perkantoran, pertokoan dan pasar.

Bangunan perumahan adalah bangunan yang
diperuntukannya layak dipakai untuk tempat
tinggal orang, yang terdiri dari perumahan dalam
komplek perkampungan, perumahan sederhana
dan perumahan lainnya.

Bangunan campuran adalah bangunan yang
diperuntukannya merupakan campuran jenis-jenis
bangunan rendah, bangunan menengah dan
bangunan tinggi.

Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan
dengan konstruksi campuran lapisan tertentu
sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau
belum terbakar dalam jangka waktu yang
dinyatakan dalam satuan waktu (jam).



